BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Alamat : Jalan Andi Pattiware No. 144.
Telp. 0411-22182 Masamba 92961
Email ; bawaslu lutra@gmail.com / set.luwuutara@bawaslu.go.id

Nomor : 028/HM.02.00/K.SN-11/09/2024 25 September 2024
Sifat : Biasa

Lampiran D -

Hal : Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses

Pemilihan Pada Tahapan Kampanye

Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara
Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:
48 /PUU-XVII/20109.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi
secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota.

S. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan

Sengketa Proses Pemilihan Umum.



7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang
tahapan dan Jadwal Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota.

10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara
Nomor: 1966 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan
Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024 di Kabupaten Luwu Utara.

11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara
Nomor: 1961 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye
Rapat Umum Tatap Muka dan Pertemuan Terbatas Pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Luwu Utara.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan
sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Kabupaten Luwu Utara menyampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemilihan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu
Kabupaten/Kota:

a) Pasal 22A ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-undang, yang berbunyi:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Luwu Utara



(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota,
pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2, yang berbunyi:

(1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Pengawasan terhadap  penyelenggaraan Pemilihan
dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

(4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan
Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat
hierarki.

Pasal 4 ayat (1) huruf e, yang berbunyi:

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan
pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil
wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah
kabupaten/ kota yang meliputi:

e. pelaksanaan kampanye;

2. Peraturan mengenai pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan
sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

Pasal 10 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang

berbunyi:
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Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

melakukan:

c. pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah
kabupaten/ kota;

Peraturan mengenai jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024:

Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024

tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024, bahwa:

Tahapan pelaksanaan kampanye dilaksanakan pada hari Rabu,

tanggal 25 September 2024 dan berakhir pada hari Sabtu, tanggal 23

November 2024.

C. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem

ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas

demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan

Kampanye. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Kabupaten Luwu Utara mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara untuk:

1.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara,
Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye dan/atau Tim
Pemenangan tidak memasang Bahan Kampanye dan Alat Peraga
Kampanye pada tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor
1966 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat
Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024 di Kabupaten Luwu Utara serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara,
Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye dan/atau Tim
Pemenangan dalam membuat dan mencetak Bahan Kampanye dan
Alat Peraga Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
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3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara,
Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye dan/atau Tim

Pemenangan dalam memasang Bahan Kampanye dan Alat Peraga

Kampanye mempertimbangkan etika, estetika kebersihan dan

keindahan kota atau kawasan setempat.
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara,
Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye dan/atau Tim

Pemenangan dalam melakukan kegiatan kampanye dilarang:

a.

S

mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon
gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil
bupati, dan/atau partai politik;

melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu
domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok
masyarakat;

menggunakan  kekerasan, ancaman kekerasan, atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan,
kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;

mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk
mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan
pemerintah daerah;

menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki
dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah
ditetapkan oleh KPU Kabupaten /Kota.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu
Utara/Tim Kampanye dan/atau Tim Pemenangan.

5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara,
Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye dan/atau Tim

Pemenangan dalam melaksanakan kegiatan kampanye dilarang
melibatkan:
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a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau
sebutan lain/perangkat kelurahan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara,

Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye, Tim

Pemenangan, Relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja

melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau

memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada

warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak

langsung untuk:

a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga
mengakibatkan suara tidak sah; dan

c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih
calon tertentu.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara,

Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye dan/atau Tim

Pemenangan dalam melakukan kegiatan kampanye wajib

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tembusan:

24

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.

2. Arsip.
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